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ABSTRAK 

 
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

implementasi kebijakan pemerintah pada penanganan penambangan batu bara ilegal 

di Kota Samarinda serta mengetahui dan mendeskripsikan regulasi yang berlaku 

dalam penegakan hukum pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota 

Samarinda. Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan 

Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pada 

penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda dilihat dari empat hal. 

Pertama, Komunikasi; di mana tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah 

tentang pertambangan peraturan Gubernur nomor 4 tahun 2015 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kondisi 

tersebut menyebabkan masyarakat tidak mengetahui secara detail tentang perizinan 

penambangan sehingga angka penambangan ilegal di Kota Samarinda semakin 

meningkat. Kedua, Sumberdaya; di mana sumber daya yang ada pada kebijakan 

penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah pemerintah 

daerah, bagian perizinan dan bagian pengawasan. Ketiga, Disposisi; di mana 

pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal pemberian Izin Usaha 

Pertambangan hal seperti yang sudah di atur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Keempat, 

Struktur birokrasi; di mana terdapat SOP atau prosedur dalam pengurusan perizinan 

usaha pertambangan yang diberikan oleh Dinas ESDM Kalimantan Timur. Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku dalam penegakan hukum 

pada penanganan penambangan batu bara ilegal di Kota Samarinda adalah Peraturan 

Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara dalam wilayah Kota Samarinda. 

 
Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Batu Bara Ilegal 
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ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to find out and describe the implementation of government 

policies on handling illegal coal mining in Samarinda City and to know and describe 

the regulations that apply in law enforcement on handling illegal coal mining in 

Samarinda City. Data analysis was performed with interactive models from Miles and 

Huberman. The results showed that the government's policy on handling illegal coal 

mining in Samarinda City was seen from four things. First, Communication; where 

there is no socialization carried out by the government regarding mining, Governor 

regulation number 4 of 2015 concerning Guidelines for the Implementation of Non- 

Metal and Rock Mineral Mining Business Permits. This condition causes the public 

not to know in detail about mining permits so that the number of illegal mining in 

Samarindak City is increasing. Second, Resources; where the resources in the policy 

of handling illegal coal mining in Samarinda City are the local government, the 

licensing section and the supervision section. Third, Disposition; where the local 

government has the authority in terms of granting Mining Business Permits as 

stipulated in Law No. 4 of 2009. Fourth, Bureaucratic structure; where there are SOPs 

or procedures in the management of mining business permits granted by the East 

Kalimantan ESDM Office. The results of the study also showed that the regulation 

that applies in law enforcement on handling illegal coal mining in Samarinda City is 

Samarinda City Regional Regulation Number 12 of 2013 concerning Mineral and 

Coal Mining within the Samarinda City area. 

 
Keywords: Implementation, Policy, Illegal Coal 
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